PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A
NOVCR 12 TAHUN 1959
TENTANG
PAJAK DI VI DEN

Presi den Republik | ndonesi a,

Meni nbang :

a. bahwa dari penmegang saham yang bertenpat tinggal di |uar
negeri yang nendapat hasil-hasil saham dari perusahaan yang
ber kedudukan di I ndonesia nenurut sistim penajakan yang

ber| aku dewasa ini tidak dapat di pungut paj ak,

b. bahwa pajak dari penegang saham yang bertenpat tinggal di
dal am negeri penungutan pajak atas hasil-hasil saham dari
per usahaan yang ber kedudukan di |ndonesi a seharusnya dil akukan
| ebih effisien;

C. bahwa untuk nenanpung kekurangan-kekurangan tersebut di atas
di rasa perl u nengadakan pungutan paj ak pada sunber- sunbernya;
d. bahwa karena keadaan-keadaan yang nenmaksa penungutan ter nmaksud

perlu segera diatur dengan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang,

Mengi ngat : pasal 23 ayat (2) juncto pasal ayat (1) Undang- undang
Dasar ;

Mengi ngat pula : pertinbangan-perti nbangan dan saran-saran dari
Panitia Perubahan Sistim Pajak yang disusun kenbali dengan
keputusan Presiden Republik Indonesia No. 91 tahun 1958 (Berita-
Negara 1958 No. 41);

Mendengar : Menteri Keuangan;

Menut uskan:
Menet apkan :

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Pajak
Di vi den.

BAB 1| .
OGBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 1.

Dengan nana Paj ak D viden dikenakan pajak atas hasil saham
saham tanda-tanda | aba, dan surat-surat obligasi yang berhak atas
bagi an keuntungan yang diperol eh dengan nama atau dengan bent uk
apapun juga dari perseroan terbatas, perseroan konmanditer atas
saham saham dan per kunpul an- per kunpul an yang nodal nya sel uruhnya
atau sebagian terbagi atas saham saham yang berkedudukan di
| ndonesi a.



Pasal 2.

D mana suatu perseroan berkedudukan di |ndonesia ditentukan
menur ut keadaan.

Pasal 3.
Sebagai hasil saham di maksudkan dalam pasal 1 ayat (1)
di anggap antara lain :
a. permberian keuntungan, dengan nama atau dalam bentuk apapun
J uga,;

dal am ini termasuk juga bagi an keuntungan yang di berikan atas
surat-surat obligasi;

b. penbayar an kenbali karena |ikw dasi yang nel ebi hi jun ah noda
yang tel ah di set orkan

C. penberi an saham bonus yang di | akukan dengan ti ada penyetoran;

d. pencat at an t anbahan nodal dengan tiada penyetoran

e. penbayaran kenbali nodal yang telah disetorkan, jika dalam
tahun-tahun yang |anpau diperoleh keuntungan, kecuali jika
penbayaran kenbali itu sebagai akibat dari pengecil an noda
statutair yang dil akukan secara sah

f. bunga atas surat-surat obligasi yang berhak atas keuntungan

bai k yang tergantung dari keuntungan mnaupun yang tertantung
dari penbagi an keuntungan per seroan.

Pasal 4.
Paj ak tidak terhutang karena penbagi an kepada :
a. Negara, lain dari pada sebagai penegang saham
b. perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham saham

per kunpul an- per kunpul an  koperasi dan perkunpul an asurans
got ong-royong, dan badan-badan |ain yang nodal nya sel uruhnya
atau sebagian terbagi atas saham saham yang ber kedudukan di
| ndonesi a;
dengan syar at

a. bahwa badan yang nenerinma, paling sedikit nenjadi penegang
saham | angsung dan tidak tinbal-balik untuk 1/4 bagian dari
nodal perseroan yang di setorkan, dalam nmana ia ikut-serta,;

b. bahwa pem|likan saham itu sudah ada dalam dua bel as bul an
t er akhi r.

BAB I 1.
JUMLAH PAJAK DAN CARA PEMUNGUTAN.

Pasal 5.
(1) Pajak berjunm ah 20% dari hasil bruto.

(2) Pajak terhutang ol eh badan yang nenberikan hasil-hasil pada
saat di bayarkan atau pada saat di sedi akan untuk di bayar kan.

(3) Badan yang nenbayarkan hasil saham berhak menotongkan juni ah
pajak yang terhutang Dberdasarkan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini dari hasil-hasil yang akan atau
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yang tel ah di bayarkan kepada yang ber hak.

Apabi l a pajak ditanggung oleh badan yang nenberi kan hasil
saham i tu, nmaka paj ak dihitung dari suatu jum ah yang besarnya
sama dengan 100/ 80 kali hasil bersih yang diterimakan.

Bila bagian keuntungan tidak diberikan berupa uang, akan
tetapi berupa saham bonus, atau berupa tanda |ain, maka untuk
menghi tung paj ak, harus dinyatakan jum ah uang yang nenjad
haknya si peneri ma.

Pasal 6.
Pengurus badan yang nenberikan hasil saham seperti di-
maksudkan dal am pasal 3 ayat (1), berkewajiban dal am tenpo
tiga puluh hari, terhitung dari saat terhutangnya pajak

seperti di- maksud dal am pasal 5 ayat (2), nenyetorkan paj ak
yang terhutang dal am Kas Negeri di w layah dal am nmana badan
itu berkedudukan dan bersanmaan dengan itu nenberitahukan hal
ini kepada Kepal a | nspeksi Keuangan dal am w | ayah nmana badan
itu berkedudukan atau di anggap ber kedudukan.

Penberi t ahuan harus nenuat junl ah keuntungan yang di - bagi kan,
besarnya dividen atau bagi an keuntungan pada tiap-tiap surat
saham atau surat tanda berhak keuntungan, hari pada nana
dividen atau bagian keuntungan itu dibayarkan, cara
penbayaran, jum ah pajak yang terhutang, dan nama dan al amat
orang yang nenerinma atau yang berhak atas dividen atau bagi an
keunt ungan ter naksud.

Surat penberitahuan harus ditanda-tangani oleh direktur atau
ol eh pengurus perseroan.

Bentuk surat penberitahuan ditetapkan oleh Kepala Jawatan
Pajak dan dapat dimnta dengan cuma-cuma pada |nspeksi
Keuangan dal am mana badan itu ber kedudukan.

Pasal 7.
Badan yang berhutang paj ak diwaji bkan nengadakan dan nengi si
secara teratur suatu daftar dinmana dicantunkan hal-hal yang
di pakai sebagai dasar penghitungan paj ak.

Daf tar tersebut harus disinmpan sel ana waktu 10 tahun, dihitung
dari tanggal pencatatan keterangan yang terakhir.

Pasal 8.
Kepal a | nspeksi Keuangan atau pegawai yang ditunjuk ol ehnya,
sewakt u-waktu berhak untuk nengadakan peneriksaan daftar-
daftar yang di maksudkan dal am pasal 7.

Pengurus perseroan atau badan berkewajiban, bila dimnta,
nmenberi segal a ket erangan yang di perl ukan serta nenperl i hat kan
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daftar ternmaksud pada pasal 7 ayat (1) dan buku-buku dan
segal a yang ber hubungan dengan penbayaran dividen atau bagi an
keuntungan itu, kepada Kepala |nspeksi Keuangan atau kepada
pegawai yang ditunj uk ol ehnya.

Bil a terhadap keterangan yang di m nta untuk diberitahukan atau
di perli hatkan nenurut ayat (2) ada suatu kewajiban untuk
nmer ahasi akan, maka perahasiaan itu ditiadakan ol eh perm ntaan
tersebut, sekedar ini perlu guna mencukupi per m nt aan
t er sebut.

Pasal 9.

Paj ak divi den di perhitungkan dengan paj ak pendapatan seseorang
yang bersangkutan, yang dikenakan dalam tahun, dalam nmana
hasil saham itu dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan
asal hasil-hasil itu telah termasuk dalam pendapatan yang
di kenakan paj ak pendapat an.

Paj ak dividen diperhitungkan dengan pajak perseroan sesuatu
badan yang bersangkutan, yang dikenakan dal am tahun, dalam
mana hasil saham itu dibayarkan atau disediakan untuk
di bayar kan, asal hasil-hasil itu telah termasuk dalam |aba
yang di kenakan paj ak perseroan.

Unt uk dapat nenperhitungkan paj ak di viden tersebut dal am ayat
(1) dan (2) yang bersangkutan diwajibkan nelanpirkan pada
surat penberitahuan yang bersangkutan nota dividen seperti
di mksudkan dal am pasal 11.

Bila untuk sesuatu tahun diderita kerugian oleh wajib pajak
tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2), dan karena itu tidak
di kenakan paj ak, maka kemungki nan untuk nenperhitungkan paj ak
di vi den hil ang.

Bil a paj ak dividen yang diperhitungkan |ebih besar dari pada
paj ak perseroan atau pajak pendapatan yang terhutang, mnaka
paj ak dividen yang dapat diperhitungkan ialah hanya sanpai
jum ah paj ak yang di kenakan itu, sedangkan sisa pajak dividen
yang tidak dapat di per hi t ungkan, tidak rmungkin | agi
di per hi tungkan untuk |ain tahun.

BAB I11.
TAG HAN KEMUDI AN.

Pasal 10.

Bila pajak dividen tidak dipotongkan hingga jumah yang
di haruskan, kurang di bayarkan atau tidak di bayarkan, atau bila
di kenbal i kan pajak dividen yang |ebih besar dari pada yang
senestinya, maka pajak dividen yang kurang dipungutnya itu
atau kurang disetorkannya atau kel ebihan dikenbalikannya,
dapat di pungut kenudi an dengan jalan surat ketetapan tagi han
kermudi an, asal belum lanpau waktu 5 tahun, terhitung dari
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akhir tahun takw n dal am mana paj ak dividen harus disetorkan
dal am kas negara dan dal am hal dil akukan pengenbal i an paj ak,
lima tahun sejak tanggal surat keputusan pengur angan.

Ket et apan kenudi an di tanbah dengan 200% dari jum ah pajak
di viden yang kurang dipungut, kecuali jika tagi han kenudi an
itu dil akukan untuk nmenbenar kan kesal ahan j abat an.

Sebel um dil akukan tagi han kenudi an Kepal a |nspeksi Keuangan
nmenberi kesenpat an kepada pengurus badan at au sipenerima hasil
saham yang nendapat pengurangan, untuk nenberikan penjel asan
yang di anggap perl u.

Ket et apan di kenakan pada badan yang nenberi dividen atau
bagi an keuntungan atau kepada yang nenerima pengenbalian
kel ebi han

Ket et apan tagi han kenudi an ditetapkan oleh Kepala |Inspeksi
Keuangan.

Ket et apan harus di bayar | unas dal amwaktu satu bul an terhitung
dari tanggal ket etapan.

Kepal a Jawat an Paj ak berwenang nengurangkan atau nenbebaskan
t anbahan 200% bila kurang di pungutnya pajak di viden itu tidak
karena kesal ahan wajib pajak atau berdasarkan kekhilafan yan
dapat di maaf kan

Pasal 11.

Badan yang nenberi kan hasil seperti di maksudkan dal am pasal 3
ayat (1), atau badan maupun kantor-kantor adm nistrasi, bank-
bank yang nel akukan penbayaran hasil-hasil tersebut di atas,
untuk dan atas nama badan yang nenberi kan dividen,
ber kewaj i ban nmenberi kan not a di vi den kepada yang
ber kepenti ngan yang nenuat keterangan sebagai beri kut

a. nama dan tenpat tinggal orang yang nenerinma atau yang
ber hak atas hasil;

b. hari dan tanggal pada mana hasil itu disediakan untuk
di bayar kan at au di bayar kan;

C. jum ah hasil, bilamana perlu setelah dinai kkan nenur ut

pasal 5 ayat (4);
d. jum ah paj ak yang ber hut ang/ di set or kan dal am Kas Negar a;
e. t anggal penbayar an dan t anda- t angan or ang yang
nmenberi kan nota divi den.

Not a di berikan setelah hasil itu dibayarkan, dibukukan atau
di perhi tungkan. Bila hasil tidak berupa uang, naka penberi an
tanda itu di anggap sebagai penbayaran



BAB | V.
KEBERATAN DAN SURAT M NTA BANDI NG

Pasal 12.

(1) Barang siapa berkeberatan terhadap jum ah pajak dividen yang
di potong ol eh badan yang nenberikan hasil saham dal am tenpo
satu bulan sesudah tanggal nota dividen seperti ternmaksud
dal am pasal 11, dapat nengaj ukan surat keberatan kepada Kepal a
I nspeksi Keuangan, yang nenuat pernohonan pengenbal i an paj ak
dividen yang nenurut anggapannya kel ebi han dibayar. Nota
di viden harus dil anpirkan pada surat pernohonan itu.

(2) Atas keberatan itu oleh Kepala |nspeksi Keuangan dianbi
keputusan. Bila keputusan itu merupakan penol akan, nmaka surat
keputusan itu di beri al asan.

(3) Pegenbalian dil akukan | angsung kepada penerinma divi den
(4) Tanggal pengiriman dicatat pada surat keputusan tersebut.

(5 Atas permntaan dan bila terdapat alasan-alasan yang dapat
diterima batas waktu satu bulan seperti termaksud dal am ayat
(2) oleh Kepala Inspeksi Keuangan dapat diperpanjang dengan
sebanyak- banyaknya dua bul an.

Pasal 13.

Barang siapa berkeberatan terhadap keputusan Kepal a |nspeks
Keuangan seperti termaksud dal am pasal 12 ayat (2), atau terhadap
ket et apan tagi han kenudi an seperti ternmaksud dal am pasal 10 ayat
(1), dalam tenpo tiga bul an sesudah tanggal surat keputusan atau
surat ketetapan, dapat nemasukkan surat mnta-banding kepada
Maj el is Pertinbangan Pajak, nenurut cara yang ditentukan dalam
per at uran perti nbangan urusan paj ak.

BAB V.
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 14.
Ber t anggung-j awab renten untuk penbayaran :
a. paj ak yang terhutang ol eh perseroan yang berbent uk badan hukum
atau perkunpul an yang bukan badan hukum i al ah para pengurus;
b. pajak terhutang oleh badan yang dibubarkan, ialah para

penyel esai; kecuali jika nereka dapat nenunjukkan bahwa ti dak
di bayar nya paj ak itu bukan karena kesal ahannya.

Pasal 15.

D nmana dal am Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
di sebut pengurus dari suatu perseroan atau badan, nmaka dengan itu
di mmksudkan juga pesero-pesero pengurus dari perseroan konanditer
atas saham saham dan pula termasuk, dalam hal penbubaran, para
penyel esai yang di serahi penyel esai an penbubar an.
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Pasal 16.

Pengurus badan yang nenberi kan hasil seperti termaksud dal am
pasal 3 ayat (1) nmaupun badan- badan, kant or - kant or
adm ni strasi dan bank-bank yang nel akukan penbayaran tersebut
di atas, atas nanma badan yang nenberikan hasil tersebut,
ber kewaji ban, bila dimnta, kepada Kepal a |nspeksi Keuangan
at au kepada pegawai yang di t unj uk ol ehnya, unt uk
nmenper | i hat kan senmua buku-buku dan bukti-bukti |ain yang perlu
di ket ahui untuk dapat nenetapkan Kketetapan atau untuk
nmeni nbang apakah ketetapan yang tel ah di kenakan benar. Mereka
ber kewaj i ban pul a nenberi kan kepada pej abat-pejabat ternaksud
senua keterangan yang diperlukan wuntuk dapat nel akukan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini.

Mereka yang dimnta menperlihat kan buku- buku dan bukti - bukti,
di anggap nem |i ki buku-buku dan bukti-bukti itu, kecuali jika
dapat di bukti kan sebal i knya.

Penol akan untuk nenenuhi kewaji ban yang ditentukan dal am ayat
(1), tidak dapat didasarkan pada suatu kewaji ban merahasi akan.

Keadaan, bahwa seorang pegawai |nspeksi Keuangan nenbawa sur at
penberitahuan, surat keberatan atau surat mnta bandi ng yang
tel ah di masukkan, adalah cukup menjadi bukti, bahwa pegawai
itu ditunjuk oleh Inspeksi Keuangan untuk nel akukan
peneri ksaan buku-buku dan bukti-bukti penbukuan.

Pasal 17.

Ket et apan yang sal ah, dapat di kurangkan atau di hapuskan karena

j abat an ol eh Kepal a | nspeksi Keuangan yang nenet apkan ket et apan.

(1)

(2)

(1)

Pasal 18.

Setiap orang dilarang nenberitahukan |ebih |anjut segala apa
yang ternyata atau diberitahukan kepadanya dal am j abat an at au
pekerj aannya dal am nel aksanakan Perat uran Penerintah Pengganti
Undang-undang atau yang berhubungan dengan itu, nengenai
keuntungan, penbayaran kenbali, dan pada unmumya nengenai
urusan atau pekerjaan orang lain, selain dari pada yang perlu
unt uk nel aksanakan j abatan atau pekerjaan itu.

Larangan tersebut pada ayat (1) berlaku juga terhadap pegawai
ahli yang berhubung dengan pel aksanaan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang i ni di m nta bantuannya.

Pasal 109.

Mer eka yang nel akukan perusahaan di dal am Negara diwajibkan
kepada Kepal a |nspeksi Keuangan yang berwenang atau kepada
pegawai yang ditunjuk olehnya nenberikan dengan cuna-cuna
senua keterangan yang dim nta nengenai segala sesuatu yang



di ket ahui dal am nel aksanakan pekerjaannya.

(2) Bila terhadap keterangan-keterangan yang dimnta untuk
di beritahukan atau diperlihatkan nenurut ayat (1), ada suatu
kewaj i ban untuk nerahasi akan, naka perahasi aan itu ditiadakan,
oleh perm ntaan tersebut, sekedar ini perlu guna nencukupi
per m nt aan tersebut.

BAB VI
PERATURAN- PERATURAN Pl DANA.

Pasal 20.

(1) Barang siapa dengan sengaja nenmasukkan surat penberitahuan
seperti dinmaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yang tidak
benar atau tidak |engkap, barang siapa dengan sengaja
nmenberi kan nota dividen yang ternmaksud dalam pasal 11 yang
tidak benar isinya, dan barang siapa pada pernophonan
pengenbal i an paj ak di viden ternmaksud dal am pasal 12 ayat (1),
dengan sengaj a nengaj ukan hal -hal yang tidak benar, maka jika
karena itu ditinbul kan kerugi an bagi Negara, di hukum dengan
hukuman penjara paling | ama enam bul an.

(2) Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku jika orang yang
nmenberi t ahukan, yang nenberi nota dividen atau yang nengaj ukan
per nohonan, selama hal itu belum diketahui ol eh kejaksaan,
dengan kehendak sendiri nel akukan penberitahuan, nenberikan
not a atau nenberitahukan hal -hal baru yang benar dan | engkap
asal orang-orang yang bersangkutan tersebut di atas, oleh
Kepal a |nspeksi Keuangan belum dimnta untuk nenberikan
ket er angan- ket er angan | ebi h | anj ut.

(3) Bila penghukuman nmenurut ayat (1) telah nenjadi pasti, naka
dapat dil akukan tagi han kenudi an, juga setelah |anpau jangka
waktu yang ditentukan pada pasal 10 ayat (1), pasal 10 ayat

(5) sanpai dengan ayat (7) berlaku sesuai.
Pasal 21.

Barang siapa kepada Kepal a |Inspeksi Keuangan, kepada pegawai
yang di tunjuk ol ehnya, atau kepada pegawai ahli yang di perbant ukan,
dengan sengaj a nenberi kan atau nenperl i hat kan buku-buku atau surat-
surat yang pal su atau di pal sukan, seol ah-ol ah buku atau surat -sur at
itu tidak palsu dan tidak dipal sukan, dihukum dengan hukuman
penjara paling tinggi dua tahun.

Pasal 22.

(1) Barang siapa dengan sengaja nelanggar perahasiaan yang
di waj i bkan dal am pasal 18 di hukum dengan hukuman penjara
paling | ama enam bul an atau hukuman denda paling banyak enam
ratus rupiah.
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Bar ang si apa bersal ah atas terjadi nya pel anggar an per ahasi aan,
di hukum dengan hukuman kurungan paling |lama tiga bulan atau
hukuman denda pal i ng banyak tiga ratus rupiah.

Penuntutan tidak dilakukan selain atas pengaduan orang
t er hadap si apa perahasi aan di | anggar .

Pasal 23.

Peristiwa-peristiwa ini yang dapat dituntut berdasarkan pasal -
10 sanpai dengan pasal 22 di anggap sebagai kejahat an.

BAB VI |
HUKUM TATA- USAHA.

Pasal 24.

Bil a pengurus badan yang nenberi bagi an keuntungan terl| anbat
nmenyetorkan pajak dividen dalam Kas Negara sebagai mana
di haruskan dal am pasal 6 ayat (1) dan pasal 10 ayat (6), naka
untuk setiap bulan terlanbatnya penyetoran di kenakan denda
sebanyak 5% dari jum ah yang harus di setorkan

Sebagi an dari bul an di hi tung sebul an penuh .

Badan yang nenberi kan hasil di kenakan denda sebanyak Rp. 500, -
jika surat penberitahuan seperti ternmaksud dal am pasal 6
ayat (1) tidak dinmasukkan atau terlanbat di masukkan,
sedangkan pajaknya telah disetorkan dalam Kas Negara
pada waktunya, kecuali jika terlanbatnya permasukan sur at
penberitahuan itu disebabkan oleh suatu keadaan yang
memaksa hal mana harus di bukti kan kepada Kepal a | nspeksi
Keuangan yang ber sangkut an;

b. jika surat penberitahuan tidak nelebihi syarat-syarat
sebagai mana di cant unkan dal am pasal 6 ayat (2):
C. jika tidak nengadakan atau nengisi daftar, at au

nmenyi npan daftar tersebut di atas sebagai mana di haruskan
dal am pasal 7 ayat (1) dan (2);

d. jika tidak menberikan nota dividen atau tidak dipenuhi
syarat forml| seperti dinmaksudkan dal am pasal 11 ayat
(1). Badan-badan lain, kantor-kantor adm nistrasi dan
bank-bank yang nel akukan penbayaran dividen, untuk
nmel akukan ayat ini dianggap, sebagai bertindak atas nanma
dan untuk badan yang nenberi kan hasil;

e.jika dipotongkan pajak yang nelebihi dari pada yang
di har uskan menur ut Per at uran Pener i nt ah Penggant i
Undang- undang i ni .

Badan yang nenberikan hasil dikenakan denda sebanyak Rp.
100. 000, - jika badan tersebut tidak nenberi kesenpatan kepada
Kepal a | nspeksi Keuangan atau kepada pegawai yang ditunjuk,
unt uk nengadakan peneriksaan, sebagaimana ditentukan dal am
pasal 8 ayat (2). Untuk nelakukan ayat ini inspektur atau
pegawai yang ber sangkut an nenbuat risal ah, yang di beri tanggal
dan ditanda-tangani, dalam mana di nyatakan bahwa badan yang
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ber sangkutan tidak nenberi kesenpat an untuk peneriksaan
tersebut di atas.

Mer eka yang nel akukan perusahaan di dal am negeri, sebagai mana
di mksud dalam pasal 19, yang nenolak atau tidak nenberi
kesenpat an kepada Kepal a |Inspeksi Keuangan atau pegawai yang
di tunjuk untuk nengadakan peneri ksaan, di kenakan denda
sebanyak Rp. 100.000,-. Untuk nel akukan ayat ini Kketentuan
dal am ayat (3) kalimat kedua berl aku sesuai

Bil a keterangan yang di m ntakan seperti tercantum dal am pasa
16 ayat (1) i1tu tidak diberikan ol en badan yang bersangkut an
hi ngga nenuaskan, naka ketetapan tagihan kenudian yang
termaksud dal am pasal 10, didasarka pada suatu jum ah yang
di kirakan oleh Kepala |[|nspeksi Keuangan, dengan tidak
nmengur angi tanbahan 200% seperti di naksudkan dal am pasal 10
ayat (2). Dal am diajukan surat mnta banding, beban
menbukt i kan di | et akkan kepada badan yang ber sangkut an.

Kepala Jawatan Pajak berwenang untuk nengurangkan atau
nmenbebaskan denda-denda tersebut di at as, ber dasar kan
kesal ahan faham at au kekhil af an yang dapat di naaf kan, hal mnana
harus ditunjukkan kepada Kepala Jawatan Pajak hingga
menuaskan.

Pasal 25.

Untuk mencegah penuntutan perbuat an-perbuatan yang dapat

di hukum nenurut Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang i ni
Kepal a Jawatan Pajak dapat nengadakan perdanmai an atau nenyuruh
nmengadakan per danai an.

BAB VIII.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26.

Pel aksanaan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang i ni

di atur ol eh Menteri Keuangan

Pasal 27.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mnulai berl aku

pada hari ditetapkan.

Pasal 28.

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini disebut

"Peraturan Paj ak D viden 1959".

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan

pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.



D t et apkan di Bogor
pada tanggal 26 Septenber 1959.

Presi den Republ ik I ndonesi a,
ttd.
SCEKARNQO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Septenber 1959.
Menteri Mida Kehaki man,

ttd.
SAHARDIQ

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1959
t ent ang
PAJAK DI VI DEN

PENJELASAN UMUM

Paj ak di viden bermaksud nengenakan paj ak pada sunbernya atas
di vi den-di vi den atau penbagi an- penbagi an keuntungan yang dil akukan
ol eh perseroan terbatas atau perseroan komanditer atas saham saham
dan badan-badan | ain yang nodal nya sel uruhnya atau sebagi an t er bagi

atas saham saham yang berkedudukan di Indonesia kepada para
penmegang- penegang sahammya. Bagi penegang- penegang sSsaham yang
bertenpat tinggal di Indonesia pajak ini akan nerupakan suatu

"pengenaan di nuka" (voorheffing) dari Pajak Perseroan atau Pajak
Pendapat an karena di adakan kermungki nan unt uk mnenper hi tungkan paj ak
di viden dengan pajak perseroan atau pajak pendapatan yang tel ah
di kenakan pada nereka. Pajak ini akan nenpunyai arti bagi penegang-
penegang saham yang bertenpat diluar negeri, karena penegang saham
yang Dbertenpat tinggal di luar negeri tersebut diatas yang
nmenper ol eh bagi an keuntungan atau dividen dari perseroan terbatas
atau dari perseroan komanditer atas saham dan sebagainya yang
ber kedudukan di |ndonesia, tidak dikenakan pajak pendapatan atau
paj ak perseroan, justeru karena pasal 2 ayat (2) Pajak Pendapatan
dan pasal 1 (1) ke-3 Undang-undang Pajak Perseroan tidak menbuka
kermungki nan untuk itu. Karena itu nmaka bagi nereka pajak dividen
itu bersifat pajak kebendaan. Pajak dividen ini dikenakan pada
sunber dan oleh karena itu yang nenjadi wajib pajak ialah badan-
badan yang nenberi kan dividen atau keuntungan, akan tetapi kepada
nmer eka di beri hak untuk nenotongkan pajak itu dari hasil yang akan
di serahkan kepada yang ber sangkut an.

Mengenai subyek pajak tidak akan dihadapi kesukaran-kesukaran
kar ena Perseroan-perseroan Terbatas atau Perseroan Konanditer yang
nodal nya terbagi atas saham saham dan sebagai nya, tel ah diketahui
dan tel ah ternmasuk dal am adm ni strasi Jawatan Paj ak.



Angka-angka itu dapat dianbil dengan nudah dari nasing-nasing
I nspeksi Keuangan. Pungutan tidak akan nengal am kesulitan, justeru
karena pungutan itu akan dilakukan oleh badan yang nenbagi,
"Pencopti ekosten"-pun tidak akan nmenberat kan keuangan Negara karena
pungutan ini dilakukan oleh perseroan-perseroan terbatas dan
perseroan komanditer atas saham saham sehingga tugas |[|nspeks
Keuangan hanya berupa kontrole atas beresnya jal annya penotongan
ini.

D | apangan ekonom pajak ini tidak akan nerupakan halangan atas
jalannya  perekonom an  yang berarti . Dar i sudut ekonomi -
per usahaanpun pajak ini tidak nenjadi keberatan, karena pajak ini
di potongkan dari dividen yang dibayarkan kepada para penegang
saham |lagi pula pajak ini tidak akan neni nggi kan kostprijs.
Penghi t ungan dan penyetoran pajak dalam Kas Negara diletakkan
di t angan badan- badan.

PENJELASAN PASAL DEM PASAL.

BAB |
OGBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 1.

Paj ak dividen bermaksud nengenakan hasil yang keluar dari
saham saham tanda-tanda | aba, dan surat-surat obligasi yang berhak
atas keunt ungan. Untuk nenghi ndarkan bahwa penberian bagi an
keuntungan yang tersenbunyi (verkapt) luput dari pengenaan paj ak,
maka dal am pasal 1 dengan sengaja ditanbahkan kata-kata "dengan
nama at au dal am bent uk apapun juga".

Yang di maksudkan dengan saham ialah suatu tanda ikut-serta dal am
nodal perseroan, dan karena itu sipenegang saham nendapat kan hak-
hak tertentu, antara |ain nendapat bagian dari keuntungan yang
di perol eh, nenpunyai hak suara dan sebagainya. Dari saham harus
di bedakan tanda-tanda | aba atau tanda-tanda berhak keuntungan yang
pemegangnya nenpunyai hak juga atas bagian dari keuntungan, tetap
tanda itu tidak nerupakan tanda turut-serta dal am nodal perseroan
dan karena itu tidak pula nenberi hak suara kepada penegangnya.
Sebagai contoh  di sini dapat di kenukakan  "tanda pendiri”
(oprichtersbew jzen) yang diberikan kepada para pendiri perseroan
sebagai tanda jasa, walaupun nereka tidak ikut-serta dal am noda
per seroan, yang nenberi hak kepada penegangnya nendapat bagi an dari
keuntungan. Juga hasil dari tanda-tanda dem ki an di kenakan paj ak
di vi den.

Surat obligasi yang berhak keuntungan sifatnya lain dari pada
obl igasi biasa. Surat-surat yang tersebut terdahulu nendapat bagi an
dari keuntungan artinya bahwa jum ah yang di bayarkan di gantungkan
pada keuntungan yang di perol eh.

Ji ka keuntungan perseroan besar, maka bagi an keuntungannya besar
dan kalau tidak diperoleh keuntungan, maka tidak pula diberi
bagi an. Jika dem kian surat obligasi ini sifatnya mrip dengan
surat saham hanya saja tidak nenpunyai hak suara. Bunga tetap yang
di beri kan kepada penegang obligasi biasa, pada unmumya tidak
di kenakan paj ak dividen, kecuali jika dapat dinyatakan, bahwa dat ar
per sent ase bunganya nel anpaui datar bunga yang normal (rentevoet),



karena bila dem kian halnya, dalam penberian bunga tetap, yang
nmel anpaui datar persentase bunga yang normal termasuk suatu
penberi an dividen yang tersenbunyi. (verkapt).

Per seroan terbatas ial ah perseroan dengan nodal perseroan yang

terbagi atas saham saham dal am nodal nmana para persero ikut-serta
dengan nenganbil satu saham atau I|ebih. Pengertian Persroan
Terbatas dalam pasal ini harus diartikan secara |uas, sehingga
dalam itu tidak saja ternmasuk perseroan-perseroan yang telah
nmendapat idzin dari Menteri Kehakiman, tetapi juga perseroan-
perseroan yang telah didirikan form| secara sah tetapi belum
memasukkan pernohonan pengesahan kepada Menteri Kehakinman atau
bel um nendapat kan pengesahan dari Menteri tersebut. Syarat m ni num
agar suatu perseroan dapat dianggap sebagai perseroan dalam art
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini ialah bahwa
perseroan itu didirikan sesuai dengan ketentuan yang dinuat dal am
pasal 36 dan seterusnya Kitab Undang-undang Dagang.
Dal am perseroan komanditer sebagian pesero nerupakan pesero
pengurus yang bertanggung-jawab renteng atas segala hak kewaji ban
C V. dan sebagian 1lagi mnerupakan penberian nodal (sl eeping
partners) yang tanggung-jawabnya terbatas sanpai junlah nodal yang
di setorkan. Bilamana sebuah C V. nerupakan C V. atas saham saham
t ergant ung pada yuri sprudensi yang ada.

Pasal 2.

Pada unmummya Perseroan Terbatas, Perseroan Konmanditer atas
saham saham dan badan | ain yang nodal nya sel uruhnya atau sebagi an
terdiri atas saham berkedudukan ditenpat seperti tercantum dal am
anggaran dasarnya. Tetapi bila dalam kenyataan pinpinan atau
perusahaan dilakukan ditenpat lain, naka Jawatan Pajak dapat
nmenent ukan tenpat |ain sebagai tenpat kedudukan.

Pasal 3.

Pasal ini mengurai kan lebih |anjut hasi | - hasi | yang
di mksudkan dalam pasal 1. Penyebutan dalam pasal ini adal ah
penyebutan yang enunsiatif, artinya bahwa disanping contoh yang
di sebut kan dal am pasal ini masih ada contoh-contoh lain. Soal ini
juga sudah dapat dilihat dari pasal 1 dalam mana disebutkan juga
"hasi| yang di beri kan dengan nana atau bentuk apapun juga".
Bunga tetap dari surat obligasi yang tidak berhak keuntungan, jika
di beri kan nel anpaui datar persentase bunga yang normal, untuk
sel ebi hnya di kenakan pajak dividen. Bila disanping itu nmasih pula
di beri kan bagi an keuntungan nmaka bagian itu seluruhnya dikenakan
paj ak di viden. Pada umummya bunga dari obligasi dapat dikurangkan
sebagai beban perusahaan, asal saja ara nendapatkan obligasi itu
tidak bertentangan dengan cara yang |azim untuk nenghindarkan
pengeuaran sahamsaham |agi pula cara penbiayaan dengan jal an
obligasi itu nerupakan cara yang setepat-tepatnya bagi N.V. yang
ber sangkut an, unmummya unt uk kebut uhan yang sifatnya hanya senentara
saj a.
Bunga atas surat obligasi yang berhak atas keuntungan diatur
di bawah huruf f. Hasil dari surat obligasi sedem kian seluruhnya



di kenakan paj ak di vi den.
Pasal 4.

Pasal ini nenberi pengecualian pada hasil-hasil saham yang
di perol eh Penerintah lain dari pada sebagai penegang saham dan
pul a yang di peroleh Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer atas
saham saham Per kunpul an Koperasi dan Per kunpul an assuransi gotong-
royong yang nemliki sahamsaham itu sebagai sara-sara atau

pesertaan (deelnemng). Rationya penbebasan ini | etak dal am
per at ur an- peraturan Paj ak Perseroan 1925 pasal 5 ayat (2) ke-5 yo.
pasal 9, vyang, tidak nengenakan hasil saham seperti ternmaksud

diatas, yang diperoleh oleh badan tersebut. Karena itu hasil
sedem ki an tidak dianggap sebagai bagi an keuntungan dari badan yang
nmeneri manya, dan ol eh sebab itu tidak pul a di kenakan paj ak di vi den

Bil a dapat di katakan, bahwa saham saham yang dimliki suatu badan
itu nmerupakan pesertaan? Pesertaan atau "deel nem ng" terdapat bila
sesuatu badan nmem |i ki saham saham | ain badan untuk paling sedikit
25% dari jumiah saham nom nal yang ditenpatkan. Saham tersebut
dimliki tidak dengan maksud untuk dijual lagi, tetapi agar supaya
si penmegang dapat nenpengar uhi badan- badan yang nengel uarkan saham
saham itu. Saham itu harus dimliki paling sedikit 12 bulan
berturut-turut. Saham saham tersebut harus dituliskan atas nanma.
Li hat juga penjelasan pasal 9 ayat (2). Pemlikan sahamtunjuk
karena itu tidak nungkin nenyebabkan pesertaan. Pem|ikan saham
saham sebagai sara tidak boleh tinbal-balik. Hal ini perlu
di sebut kan agar supaya ini tidak digunakan untuk penyel undupan
paj ak. Bila tinbul perselisihan nengenai pertanyaan apakah terdapat
suatu pesertaan, hal ini diputuskan ol eh Kepal a Jawat an Paj ak.

BAB 11
JUMLAH PAJAK DAN CARA PEMUNGUTAN.

Pasal 5.

(1) Pajak terhutang dari jumah bruto artinya terhutang dari
jum ah sebel um di | akukan penot ongan- penot ongan seperti ongkos
i nkasso dan sebel um di pot ongkan bi aya | ai nnya. Persentase 20%
itu didasarkan atas pertinbangan, bahwa pada unumya orang
pri badi atau badan yang nmemliki saham saham itu tergolong
dal am klas pendapatan yang tinggi yang sekurang-kurangnya
di kenakan pajak 20% Bahkan jika persentase ini dibandingkan
dengan persentase pengenaan Pajak Perseroan, ini nmasih ada
di banah persentase penungutan Pajak Perseroan yang m nimm
adal ah 25% D bandi ngkan dengan persentase penungutan pajak
dividen di Negeri Belanda dan Anmerika, yang nasing-nasing
nmengenakan 15% dan 30% kita berada ditengah-tengah.

(2) Pajak terhutang ol eh badan yang nenberikan hasil demkian itu
sesuai dengan sifat penungutan dinuka (voorheffing), akan
tetapi badan penberi hasil diberi wewenang untuk nenotongkan
paj aknya dari hasil saham yang di bayarkan. Saat terhutangnya
paj ak dal am keadaan yang | ekal tidak akan nenberi kesulitan
akan tetapi kesulitan dapat tinbul bila ol eh badan diberikan



(3)

(4)

(5)

(1)

suatu penbayaran tertentu dalam mana sebenarnya tersenbunyi
suatu hasil dari saham karena dal am kebanyakan hal penbayaran
dem kian itu tidak diberitahukan kepada Jawat an Paj ak sehi ngga
luput dari penbayaran pajak. Bila ini diketahui dikenudian
hari maka Jawatan Pajak dapat nengadakan tagi han susul an
dengan denda- denda.

Penot ongan yang dil akukan ol eh badan yang nenberi kan hasil
tidak bleh nelebihi jumah pajak yang terhutang nenurut
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini. Bila
di pot ongkan jum ah yang nel ebi hi jum ah pajak yang terhutang,
maka badan tersebut dapat di kenakan denda berdasarkan pasal 24
ayat (2) "c", dengan tidak nengurangi hak yang nenerima hasi
saham untuk menunt ut kenbal i jum ah  yang kel ebi han
di pot ongkan. Denda ini tidak dikenakan jika kel ebi han
penot ongan i tu di sebabkan karena kekhi |l af an atau keal paan yang
ti dak di sengaj a, asal kan saja jumnah kel ebi han itu
di kenbal i kan kepada yang ber hak.

Ada kal anya bahwa jum ah paj ak dividen ditanggung ol eh badan
yang nenberikan hasil. Jika demkian maka junmiah yang
di kenakan paj ak adal ah 100680 kali hasil yang diterinmakan.
Contoh: N V. X nenberi dividen sebanyak Rp. 200, -pada setiap
saham yang nom nal besarnya Rp. 1.000,-. Pajak dividen dipikul
oleh N V. Pajak dividen dihitung dari jum ah 100/80 X Rp.
200, - Rp. 250, -.

Ji ka kepada penegang saham yang |ama diberi kan saham bonus
maka yang menjadi soal jum ah mana yang di anggap sebagai hasil
saham Jawatan Pajak tidak tergantung pada junah yang
di beritahukan ol eh badan yang nenberikan hasil. Dalam hal ada
catatan harga dal am bursa maka jum ah ini di pakai dasar untuk
nmenghi tung jum ah uang yang dianggap di beri kan sebagai hasi
surat saham Dalam hal tidak ada catatan bursa maka nila
saham bonus dit ent ukan berdasar kan penil ai an saham "i ncourant"”
yang | axi m di anut .

Pasal 6.

Sebagai mana di cantunkan dalam pasal 5 ayat (2) nmaka yang
di anggap wajib pajak ialah adan yang nenberikan hasil saham
Pengur us badan yang ber sangkut an ber kewaj i ban unt uk
nmenyet orkan pajak dalam waktu yang telah ditentukan dalam
pasal 6 ayat (1) dalam Kas Negara. Jangka waktu 30 hari ini
dihitung dari tanggal terhutangnya pajak dividen seperti
di cnatunkan dalam pasal 5 ayat (2). Terlanbatnya penbayaran
paj ak dividen dalam Kas Negara akan nengaki batkan di kenakan
denda, hal nana diatur dalam pasal 24 ayat (1). Bila pada
suatu peneriksaan yang diadakan setelah jangka waktu satu
bulan itu lanmpau ternyata bahwa pajak masih juga bel um
di l unasi maka Kepal a | nspeksi Keuangan yang ber sangkut an dapat
nmengenakan tagi han kemnudian seperti diatur dalam pasal 10.
Dendan karena terl anbat nya penbayaran di kenakan kepada badan
yang nenberi kan hasil, wal aupun  mungkin kesalahan itu



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

di sebabkan karena ketel edoran dal am Kas Negara. Barang-siapa
memasukkan surat penberitahuan yang tidak benar atau tidak
| engkap di ancam dengan hukuman dal am pasal 20 ayat (1). Surat
penberitahuan yang terlanbat dimasukkan akan nenberi aki bat
sangsi yang di atur dal am pasal 24 ayat (2), dan hukuman yang
dij atuhkan apabila surat penberitahuan itu tidak nemenuh

syarat-syarat form| sebagai mana ditentukan dal am pasal 6 ayat
(2), diatur dalampasal 24 ayat (2) b.

Surat penberitahuan harus nenenuhi syarat-syarat forml
tertentu seperti telah dijelaskan dal am ayat (2), maka tidak
nmenmenuhi syarat-syarat form | itu akan nengaki batkan hukuman
pul a. Tidak akan ber kel ebi han-1 ebi han ki ranya untuk newaji bkan
badan- badan nenberit ahukan nama-nana orang yang neneri ma hasi
saham ternmaksud, wal aupun saham tunjuk tidak terdaftar dal am
adm ni strasi badan dan pula saham tunjuk itu sering beralih
tangan dengan tidak diketahui oleh adan yang nengel uarkan
saham itu, tetapi toh tentu ada orang yang nuncul untuk
nmenukar kan tanda di vi den dengan di vi den.

Surat penberitahuan yang tidak ditandatangani oleh direktur
P.T. atau sal ah seorang pengurus tidak di anggap sebagai surat
penberitahuan dalam arti Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang ini, dan karena itu dapat dianbil tindakan-
ti ndakan terhadapbadan tersebut, Kelonggaran yang biasanya
di beri kan dal am nemasukkan surat penberitahuan, yakini bahwa
surat penberitahuan dapat di nasukkan oleh orang lain yang
bukan termasuk pengurus, disini tidak perlu diberikan karena
kebut uhan dem ki an i tu dapat di anggap ti dak ada.

Bl anco surat penberitahuan dapat diperoleh dengan cuma-cuna
pada | nspeksi Keuangan dal am mana badan itu berkedudukan atau
di anggap ber kedudukan.

Pasal 7.

D waj i bkannya nengadakan dan nengi si daftar dengan teratur in
adal ah untuk nmenudahkan kontrole. Hukuman atas nengabai kan
ketentuan ini diatur dal am pasal 24 ayat (2) c.

Ti dak perlu penj el asan.
Pasal 8.

Yang berwenang nengadakan peneriksaan atas daftar yang
di mksud dal am pasal 7 ialah kecuali Kepala |nspeksi Keuangan
yang bersangkutan, senua pegawai Yyang ditunjuk ol ehnya.
Pegawai Jawatan Akuntan, Pajak yang di mnta untuk nengadakan
peneri ksaan paj ak-paj ak pada badan-badan termasuk dal am
gol ongan pegawai yang ditunjuk ol eh Kepala |nspeksi Keuangan
unt uk nmengadakan pemneri ksaan.

Ayat ini  nengatur soal Kkewajiban nenberitahukan segal a
ket erangan yang dimnta dan nenperlihatkan senua buku yang



(3)

(1)

(2)

di anggap perlu kepada |nspektur atau pegawai yang ditunj uk,
Mel al ai kan kewaj i ban ini atau tudak nenberi kesenpatan kepada
pegawai , untuk nelakukan peneriksaan dapat di hukum dengan
hukuman denda seperti di cantunkan dal am pasal 24 ayat (3).

Ayat i ni di maksudkan unt uk nmenghi | angkan kewaj i ban
nmer ahasi akan yang nungki n ada pada badan-badan tersebut. Hal
ini adal ah serupa dengan ket entuan-ketentuan dal am O donansi -
ordonansi Paj ak | ai nnya.

Pasal ini dinmksudkan untuk nenbuka jalan agar supaya para
I nspektur (Kepala Inspeksi Keuangan) serta pegawai-pegawai
yangdi t unj uk dapat nengadakan peneri ksaan pada badan manapun
juga yang dianggap atau dikirakan wajib nenbayar pajak
di viden, walaupun peneriksaan ini tidak akan nengaki batkan
di kenakan ketetapan tagi han kenudi an. Dengan tiadanya pasa
ini maka Inspektur dan pegawai-pegawai yang ditunjuk dapat
di t ol ak ol eh badan-badan dengan ti ada sangsi bagi nereka. Bila
terdapat pel anggaran, atau dilakukan peneriksaan berhubung
dengan adanya surat keberatan, surat mnta banding dan
sebagai nya di per | akukan pasal 16.

Pasal 9.

Bagi seseorang yang di kenakan paj ak pendapatan, pajak dividen
mer upakan suatu pungut an di nuka (voorheffing), seperti halnya
dengan paj ak upah, dan di perhitungkan dengan paj ak pendapat an
yang di kenakan padanya. Untuk nenyesuai kan dengan ket entuan
dal am Paj ak Pendapatan, mnmaka pajak dividen dperhitungkan
dengan paj ak pendapatan dari tahun-tahun dalam mana juni ah
di vi den di bayar kan atau di sedi akan unt uk di bayarkan, asal saja
jum ah dividen itu sudah dimasukkan dal am pendapatan wajib
paj ak. Bagi orang-orang yang tidak dikenakan paj ak pendapat an
karena unpamanya bertenpat Kkediaman diluar negeri atau
nmeni kmati  penbebasan perseorangan (suvjectieve vrijstelling)
maka pajak dividen ini nerupakan pajak kebendaan (zakelijke
bel asting) yang tidak mungkin di perhitungkan. Dengan dem ki an
hasi| saham saham yang dim|liki ol eh seorang wakil diplomatik
dan orang-orang lain yang disebut dalam pasal 9 O donansi
Paj ak Pendapat an 1944 di kenakan paj ak di vi den.

Ayat ini nmengatur hal yang sanma bagi badan-badan yang
di kenakan Paj ak Perseroan 1925. Badan- badan yang di sebut dal am
pasal 1 ayat (1) ke-1 O donansi Pajak Perseroan 1925 di kenakan
paj ak, bai k dari hasil perusahaannya, maupun dari hasil| nodal
yang di gunakan dil uar perusahaan, seperti dividen-dividen dari

P.T. lain. Apabila yang nenerima hasil saham itu nemliKki
sham saham itu sebagai pesertaan, naka oleh badan yang
nmenberi kan hasil itu berdasarkan pasal 4 tidak di potong oaj ak

dividen. deh sebab itu tidak ada pajak dividen yang
dapat di per hi tungkan dengan paj ak perseroan, |agi pula hasil
pesertaan yang diterima ol eh sesuatu badan berdasar kan pasal 9
O donansi Paj ak Perseroan tidak dianggap sebagai keunt ungan.
Akan tetapi jika oleh karena kekhilafan atau oleh lain-lain
sebab dari hasil saham yang dimliki sebagai pesertaan toh



(3)

(4)

(5)

di pot ongkan pajak dividen, maka badan yang nenerima hasil
dapat nenggunakan kesenpatan nmemnta kenbali pajak tersebut
ber dasarkan hak vyang diberikan kepadanya dalam pasal 12
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini. Manakal a
sahamitu ol eh sesuatu adan dimliki tidak sebagai pesertaan
maka paj ak dividen terap terhutang dan badan yang nenberikan
hasil wajib nenotongkan pajak dividen itu dari junm ah yang
akan atau yang di bayar kan.

Dan pada bada yang nenerima hasil itu, bukan sebagai hasi
pesertaan, jum ah tersebut dianggap sebagai keuntungan yang
di kenakan Paj ak Perseroan dan karena itu pajak dividen dapat
di perhi tungkan dengan pajak perseoaannya. Badan-badan yang
tergolong dalam pasal 1 ayat (1) ke-2 Odonansi Pajak
Per ser oan, hanya di kenakan pajak perseroan dari hasi
perusahaan, lain dari pada perusahaan yang senmata-nata
di tunj ukkan kepada kepentingan masyarakat unmum Hasil yang
di perol eh dari nodal yang digunakan diluar perusahaan tidak
termasuk |aba yang dikenakan Pajak Perseroan, dan dividen
adal ah hasil dari nodal yang digunakan diluar perusahaan.
Dal am keadaan sedem ki an nmaka paj ak dividen yang di pot ongkan
nmer upakan pajak yang bersifat kebendaan, dan disini tidak
mungki n di per hi t ungkan.

Ayat ini nenuat syarat forml| yang tidak boleh tidak harus
di penuhi agar supaya paj ak di viden dapat di perhitungkan. Ti dak
di | anpi r kan not a di vi den akan nmengaki bat kan ti dak
di per hi tungkannya paj ak dividen itu. Sel anjutnya pajak dividen
nmer upakan paj ak kebendaan j uga yang ti dak dapat
di perhi tungkan, bagi badan-badan yang tergolong gol ongan
termaksud dalam pasal 1 ayat (1) ke-2 Odonansi Pajak
Per ser oan, yang nel akukan perusahaan semata-mata unt uk
kepenti ngan nmasyarakat umum dan bagi badan-badan koper asi
yang berdasarkan pasal 1la huruf ¢ Undang-undang Pajak
Per seroan di bebaskan dari pajak perseroan untuk jangka waktu
lima tahun sejak saat berdirinya.

Prinsip yang di anut dal am nenper hi tungkan paj ak di viden ial ah
bahwa paj ak dividen hanya dapat diperhitungkan dalam tahun
dalam rmana dividen dibayarkan atau disediakan untuk
di bayarkan. Bila wuntuk tahun dalam nmana pajak dividen
di bayar kan atau di sedi akan untuk di bayarkan badan-badan yang
ber sangkutan tidak dikenakan pajak, baik karena nenderita
kerugi an, maupun karena sebab-sebab lain, maka kenungki nnan
unt uk nenper hi tungkan pajak dividen hilang dan tidak nungkin
di geser ket ahun-tahun yang akan dat ang.

Bil a setelah diperhitungkan pajak dividen nasih ada sisanya
yang tidak dapat diperhitungkan yang di kenakan |ebih kecil
dari pada pajak dividen yang di kenakan, maka sisa kel ebi han
itu tidak | agi dapat diperhitungkan.



(1)

(2)

(3)

(4)

BAB |11
TAG HAN KEMUDI AN.

Pasal 10.

Ancanman dal am ayat ini ditujukan kepada badan yang nenberikan
hasil, yang tidak nenperhatikan kewajiban-kewajiban yang
di bebankan kepadanya atau kepada yang nenerinma pengenbalian
paj ak yang kel ebi han. Pada pokoknya segal a kekurangan paj ak
dapat ditagi hkan dengan suatu ketetapan tagi han kenudi an,
hanya bedanya i alah apakah dapat ditanbah dengan 200% at au
tidak. Soal ini diatur lebih lanjut dalamayat (3). Jika paj ak
dividen tidak dipotongkan hingga jum ah yang diharuskan
menurut Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini, mnaka
yang bertanggung-jawab ial ah badan yang nenberikan hasil.
Sipenerima hasil karena hal itu tidak dapat dipersal ahkan.
Maka ol eh sebab itu tagi han kenudi an di kenakan kepada badan
yang nenberi kan hasil, dan bila perlu ditanbah dengan kenai kan
200% dengan tidak nengurangi hak badan yang nenberi kan hasi
unt uk nmem nt akan | agi kekurangan pajak dari sipenerinma hasi
yang sesuai. Dalam hal ini tanbahan 200% adal ah nenj adi beban
badan sendiri dan tidak dapat dilinpahkan. kepada sipenerima
hasil. Lain halnya jika badan yang nenberi hasil telah
nmenot ongkan pajak sanmpai jumiah yang terhutang nenurut
Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang ini, akan tetapi
kurang nenyetorkan atau tidak nenyetorkan jum ah ini dal am Kas
Negara, maka dalam hal dem kian Kketetapan tagi han kenudi an
beserta tanbahannya penuh nenjadi bebannya. Soal dal uwarsa
tagi han susul an di at ur sesuai dengan ket ent uan- ket ent uan dal am
mana pajak dividen harus disetorkan. Dalam hal terdapat
pengenbal i an paj ak berdasarkan pasal 12, naka kedal uwarsa itu
mulai dihitung dari tanggal surat keputusan pengurangan.
Tagi han kenudi an hanya dapat dil akukan dengan suatu ket etapan
tagi han kenudi an, dan ketetapan ini menpunyai sifat sebaga
ket et apan- ket et apan paj ak | angsung, artinya bahwa jum ah yang
tercantum dal am surat ketetapan pajak itu dapat ditagi hkan
dengan surat paksa, dapat dil akukan peringatan, tegoran dapat
di aj ukan surat keberatan terhadapnya, dan sebagai nya. Dengan
adanya ketetapan 1ini maka pajak dividen yang mula-mnula
mer upakan paj ak yang tak berkohir nenjadi pajak berkohir.

Tanbahan 200% harus di kenakan kecuali jika tagi han kenudi an
itu dilakukan guna nenbetul kan kel al ai an jabatan, mnengenai
pengur angan t anbahan sebanyak 200% di atur dal am ayat (7).

Kesenpat an yang di beri kan kepada badan atau sipenerim hasi
untuk rnenberikan penjelasan sebelum di kenakan ket etapan
tagi han kenudi an, adalah untuk nenentukan dengan saksana
jum ah yang akan ditagi hkan kenudian, tanpa neneliti sebab-
sebabnya kurang di setorkannya paj ak.

Seperti telah dijelaskan dalam ayat (1) ketetapan, di kenakan
kepada badan yang nenberikan hasil dan dalam hal lain
di kenakan kepada sipenerinma hasil yang nendapat pengenbali an



(5)
(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

paj ak yang kel ebi han.
Cukup j el as.

Ti dak di bayarnya pajak pada waktunya akan di kenakan bunga
sebagai mana di atur dal am pasal 24 ayat (1).

Dal am ayat ini di beri kan kesenpatan untuk nengaj ukan
per nohonan penbebasan atau pengurangan tanbahan 200, surat
mana di al amat kan Kepada Kepal a Jawat an Paj ak nel al ui | nspeks
Keuangan yang ber sangkut an. Kepala | nspeksi Keuangan
nmeneruskan surat pernohonan itu dengan disertai pendapat nya.
Kesenpatan yang diberikan dalam ayat ini hanya nengenai
tanbahan 200% saja. Jika keberatan itu juga nengenai juniah
paj aknya maka keberatan harus diajukan kepada Mjjelis
Per ti mbangan Paj ak. Lihat sel anjutnya penjel asan pasal 13.

Pasal 11.

Not a di vi den yang harus di berikan itu nmenpunyai nanfaat:

a.untuk dapat nenperhitungkan pajak tersebut dengan pajak
pendapat an atau paj ak perseroan yang t er hut ang,

b. untuk mem nta pengenbal i an kel ebi han penbayar an,

c. unt uk nmenudahkan kontr ol e.

Ti dak nenberi kan nota dividen atau nenberikan nota dividen

yang tidak nmenmenuhi syarat-syarat form |, seperti diharuskan

dal am ayat ini diancam dengan hukuman denda seperti ditetapkan

dal am pasal 24 ayat (2) dibawah d. Bila nota dividen yang

di berikan itu tidak benar isinya, sedangkan hal ini dilakukan

dengan sengaj a, maka diancankan hukuman dal am pasal 20 ayat

(1). Hukuman ini adal ah hukuman pi dana.

Cukup j el as.

BAB |V
KEBERATAN DAN SURAT M NTA BANDI NG

Pasal 12.

Mungkin terjadi bahwa badan yang nenberikan hasil dividen
nmenot ongkan pajak |ebih dari pada senestinya. Untuk nencegah
bahwa sipenerima hasil karena itu dirugi kan, maka dal am ayat
ini dibuka kermungkinan untuk nengajukan keberan-keberatan
kepada Kepal a | nspeksi Keuangan yang bersangkutan. (lihat juga
penj el asan pasal 5 ayat (3).

Cukup j el as.

Pengenbal i an dil akukan |angsung kepada sipenerima dividen,
demkian itu untuk nenyingkat prosedure, dan pula untuk
nmencegah hal -hal yang tidak diingini terjadi antara badan yang
nmenberi kan hasil dengan sipenerima dividen. Badan yang
menot ongkan paj ak di vi den cukup  di beritahukan dengan
pengiriman tindasan surat keputusan untuk keperluan tata



usahanya.

(4) Pencatatan tanggal pengiriman pada surat keputusan perlu untuk
nmenent ukan batas waktu nengaj ukan surat mnta banding kepada
Maj el i s Pertinbangan Paj ak.

(5) Dalam hal-hal yang |uar biasa jangka waktu untuk memasukkan
surat keberatan dapat diperpanjang dengan dua bul an. Al asan
nmengapa surat keberatan tidak dapat diaj ukan dal am waktu satu
bul an harus dijelaskan, dan bila ini dapat diterina oleh
Kepal a Inspeksi Keuangan, maka ia nenberikan perpanjangan
waktu itu, dengan suatu keputusan.

Pasal 13.

Kemungki nan untuk nengaj ukan surat mnta bandi ng adal ah sana
seperti untuk pajak lain dan dilaukan nenurut Per at ur an
Pertimbangan Wusan Pajak. Surat mnta banding diajukan |angsung
kepada Majelis Pertinbangan Paj ak.

BAB V
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14.

Pengurus badan berkewajiban untuk nenunai kan kewaji bannya
fiskal. Jika nereka nelalaikan kewajiban itu mnmaka nereka satu
persatu bertanggung-jawab renteng untuk hutang pajak yang tidak
di bayar itu, kecuali jika oleh nmereka dapat di buktikan bahwa tidak
di penuhi nya kewajiban itu tidak di sebabkan karena kesal ahannya.

Per seroan yang sedang dal am | i kwi dasi di ber eskan ol eh penyel esai an-
penyel esaian dan dalam keadaan dem kian, nmaka nerekal ah yang
ber t anggung-j awab tentang penbayaran paj ak-paj ak badan yang sedang
di bubar kan itu.

Denda- denda atau bunga-bunga serta paj aknya pertana-tana ditagi hkan
kepada badan yang ber sangkutan, baru kal au ternyata bahwa badan ini
tidak manpu untuk menbayar paj aknya serta denda dan bunga- bunga
maka para pengurus atau penyelesai yang akan dibebani dengan
hut ang- hut ang it u.

Pasal 15.
Cukup j el as.
Pasal 16.
Sepintas-lalu pasal ini adalah sama dengan pasal 8, akan
t et api sebenarnya ada  perbedaan. Pasal 8 seperti t el ah

di j el askaan, bermaksud nenberi dasar agar para inspektur atau
pegawai yang ditunjuk ol ehnya, dapat nmengadakan peneri ksaan di badan
manapun juga, wal aupun bel um ada suatu titik hubungan dengan paj ak
di vi den, sedangkan pasal 16 di maksudkan untuk rnemungki nkan
peneri ksaan bila sudah ada titik pertenmuan dengan pajak dividen,



unpamanya jika sudah diketahui bahwa dipotongkan atau disetorkan
paj ak yang kurang dari pada yang senestinya, atau mungkin juga
untuk keperluan Majelis Pertinbangan Paj ak karena diajukan suatu
surat m nta bandi ng. Karena hukuman yang di ancankan berl| ai nan nmaka
ketentuan itu dijel makan dal am pasal - pasal yang berl ai nan pul a.

(1) Kewajiban wuntuk nenperlihatkan senua buku dan bukti yang
nmenj adi dasarnya dan kewajiban untuk nenberi senua keterangan
yang di perlukan, diletakkan juga pada badan-badan, kantor-
kantor admnistrasi serta bank-bank yang nel akukan penbayar an
hasil saham kepada yang berhak, atas nama badan yang
nmenberi kan hasil. Peraturan ini di cantunkan supaya badan-badan
yang nenj adi per antara nel akukan penbayaran hasil saham tidak
dapat nel epaskan diri dari peneriksaan dengan nenunjuk kepada
badan- badan yang sesungguhnya nenberikan hasil itu. Akan
tetapi wal aupun dem ki an yang bertanggung-jawab tetap badan
yang nenberikan hasil, dan denda atau ketetapan tagihan
kermudi an yang nungki n di kenakan, di bebankan kepada badan yang
nmenberi kan hasil. Ratio dari peraturan ini ialah bahwa badan-
badan lain, kantor-kantor admnistrasi atau bank-bank itu
di anggap sebagai bertindak atas nama dan untuk badan yang
nmenberi kan hasil. Tidak nenenuhi kewaji ban-kewajiban yang
di bebankan dal am ayat ini nengaki bat kan di kenakannya ket et apan
tagi han kenudi an berdasarkan suatu jum ah yang dikirakan,
dengan ditanbah tanbahan 200% seperti di maksudkan dal am pasa
10 ayat (2) [pasal 24 ayat (5)] lagi pula bila di kemudian hari
di aj ukan surat mnta bandi ng, maka beban nenbukti kan
di | et akkan- pada  badan t er sebut . Bila keterangan yang
di m nt akan berdasarkan ayat ini tidak diberikan, dan lagi pula
tidak ada kermungki nan untuk di kenakannya tagi han kenudi an,
unpamanya dal am hal dil akukan peneri ksaan unt uk dapat menberi
pengur angan paj ak, maka dal am hal ini dapat di perl akukan pasal
19 yang sanksinya di atur dal am pasal 24 ayat (4).

(2) CQukup jelas.

(3) Kewajiban untuk nerahasiakan walaupun itu ditetapkan dal am
Peraturan Penerintah atau Undang-undang ditiadakan, karena
adanya ayat ini, sehingga untuk keperluan pajak nereka
ber kewaj i ban nenberi t ahukan segal a sesuatu yang di m nta.

(4) Ayat ini sebenarnya nmenudahkan prosedure, karena jika tidak
dem ki an setiap waktu dilakukan peneriksaan pegawai yang
di tunjuk harus nenbukti kan bahwa ia adalah pegawai yang
di t unj uk untuk mnel akukan peneri ksaan.

Pasal 17.

Dal am nmenbuat ketetapan tidak jarang terjadi bahwa terapat
kesal ahan tulis atau hitung, hal mana sebenarnya nerupakan suatu
kekhilafan dari admnistrasi. Kesalahan sedemkian itu dapat
di benarkan karena jabatan dengan tidak wusah nenunggu adanya
permntaan dari pihak yang bersangkutan. Mengenai penbetulan ini
tidak perlu diberi batas waktu kedal uwarsa. Ketetapan yang sal ah,



yang penbetul annya nerugi kan waji b paj ak dil akukan dengan tagi han
kermudi an ber dasarkan pasal 10 ayat (2).

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 18.

Urusan pajak nerupakan sesuatu yang rahasia, oleh karena itu
para pegawai dal am nel akukan jabatannya di batasi agar supaya
nmereka tidak nenberitahukan |ebih lanjut apa yang nereka
ket ahui, dari pada yang perlu untuk nelakukan jabatannya,
Pel anggaran atas ketentuan ini diancam dengan hukuman yang
di cant unkan dal am pasal 22 ayat (1).

Larangan ini diperluas hingga pegawai-pegawai ahli yang
dimnta bantuannya. yang termasuk dal am pegawai ahli antara
lain ialah para ahli tata-buku dan juru bahasa. Pegawai -
pegawai dari Jawatan Akuntan Pajak tidak termasuk pegawai
ahli, tetapi termasuk dalam gol ongan pegawai yang ditunjuk
ol eh I nspektur Keuangan, asal kan nereka nel akukan peneriksaan
itu ber hubung dengan perm ntaan Kantor |nspeksi Keuangan.

Pasal 109.

Pasal ini telah disinggung dal am penjelasan atas pasal 16.
Dal am ayat ini diatur soal kewajiban nmenberitahukan dari pihak
ketiga, bila hal ini dimnta ol eh Jawatan Paj ak. Dengan jal an
ini Jawat an Paj ak dapat nenperol eh keterangan yang berharga
tentang kenungkinan dipungutnya pajak dividen, atau yang
di perl ukan agar dapat nengenakan ketetapan tagi han kenudi an.
Wewenang ini  adalah luas sekali, akan tetapi ini dapat
nmenber at kan pi hak ketiga, yang sama sekali tidak ada hubungan
dengan paj ak dividen, sehingga kesenpatan ini seberapa bol eh
di gunakan dengan secara henat.

Cukup j el as.

BAB VI
PERATURAN PI DANA DAN DENDA- DENDA
TATA- USAHA

Pasal 20.

Dal am ayat ini ditentukan hukuman bagi orang-orang yang
nmel akukan perbuatan tersebut dengan iktikad buruk. Karena
badan dal am hukum pidana tidak dapat nenjadi subyek, maka
hukuman pidana disini ditujukan kepada orang yang nel akukan
per buatan. Syarat yang harus dipenuhi ialah bahwa karena
per buat an i tu Negara nenderita kerugian.

Ayat ini nenberi kel onggaran atas pelanggaran yang telah
di | akukan, asal penbetul an dil akukan dengan sukarel a dan atas
kehendak sendiri .

Ketentuan dalam ayat 1ini nerupakan hukuman dalam bidang
adm ni strasi yang dikenakan sebagai tanbahan hukuman pidana



yang telah dijatuhkan kepadanya berdasarkan ayat (1). Dan
j angka wakt u kedal uwarsa disini tidak |agi perlu diperhatikan.

Pasal 21.
Cukup j el as.
Pasal 22.

(1) Hukurman yang di kenakan dalam ayat ini adalah hukunman atas
pel anggaran yang dilakukan dengan "opzet", artinya bahwa
pel anggaran perhatian itu dilakukan dengan sadar dan sengaj a,
sedangkan ia nmnengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan
di ancam dengan hukuman.

(2) Hukurman yang diancankan disini ialah hukuman atas perbuatan-
per buat an yang di | akukan karena kekhil af an atau karena kurang
hati-hatinya sipenbuat (cul pa) sedangkan ia dapat nmenduga atau
nmenbayangkan, bahwa perbuatan itu tidak pantas dil akukan.

(3) Hukuman- hukuman yang di ancankan dalam ayat (1) dan (2) ial ah
aki bat dari suatu pengaduan ("klachtdelict") dengan tiada
penunt utan tidak mungkin dil akukan pengusutan ol eh jaksa.

Pasal 23.

Per nyat aan per buat an- perbuatan yang disebut dalam pasal 20
sanpai dengan pasal 22 sebagai kejahatan, ial ah dengan naksud unt uk
nmenbedakan perbuatan itu dari pelanggaran, karena untuk kejahatan
berl aku peraturan-peraturan tertentu yang Dberlainan dengan
per at ur an- peraturan yang berl aku terhadap pel anggaran, unpanmanya
nmengenai kedal uwar sa, "sanenl oop” peristiwa pi dana dan sebagai nya.

BAB VI
HUKUM TATA USAHA.
Pasal 24.
Dal am pasal i ni diatur hukuman admnistratif nengenai
pel anggaran dari ber bagai pasal dalam Peraturan Penerintah

Pengganti Undang-undang ini. Yang nenjadi soal dalam pasal in

i al ah soal kumul asi hukuman. Kumul asi mungkin di | akukan, hal mana
juga sudah ternyata dal am nenjel askan pasal 20, dinmana disanping
hukuman yang dijatuhkan oleh hakim masih |agi dapat dikenakan
hukuman adm nistratif berdasarkan pasal 20 ayat (3) (tagi han
kenudi an dengan tanbahan 200%

Unt uk nenj el askan ini di kenukakan contoh sebagai berikut. Sebuah
badan tel ah nenol ak peneri ksaan yang akan dil akukan pada kant ornya.
Ber dasarkan soal ini saja pengurus badan sudah dapat dijatuhi
hukuman berdasarkan pasal 24 ayat (3). Tetapi kalau kenudian
ternyata bahwa badan tel ah nenotongkan dan nenyetorkan paj ak yang
kurang dari pada senestinya, naka dapat dilakukan tagi han kenudi an
dengan tanbahan 200% Jadi pokoknya wal aupun pengurus badan hanya
nmel akukan suatu perbuatan, akan tetapi jika perbuatan itu merupakan



dua perbuatan yang diancam hukuman oleh Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang i ni maka dapat dij atuhkan dua hukuman.
Kepala Jawatan Pajak dalam ayat (6) diberi wewenang untuk
nmenberi kan pengurangan atau penbebasan atas denda yang dij at uhkan.
Pengurangan atau penbebasan hanya dapat diberikan jika dapat
di t unj ukkan hingga nenuaskan bahwa perbuatan-perbuatan itu tidak
semata-mata terjadi atas kesalahannya atau jika kelalaian itu
terjadi karena hal -hal yang nenaksa yang ada dil uar kekuasaan wajib
paj ak. Atas keputusan Kepala Jawatan Pajak tidak nungkin diajukan
surat mnta bandi ng kehadapan Majelis Pertinbangan Pajak. Ini nudah
di mengerti karena dalam soal ini kekuasaan Kepala Jawatan Pajak
hanya terbatas dal am pengurangan denda saja, bukan nengenai juniah
paj ak yang terhut ang.

Pasal 25.

Wewenang yang di berikan kepada Kepala Jawatan Pajak untuk
nmengadakan suatu perdanai an, berarti suatu peringanan hukuman at au
denda yang dapat dijatuhkan menurut Peraturan Penerintah Penggganti
Undang-undang ini. Perjanjian perdamai an hanya dapat diberikan
kepada pel anggar yang untuk pertanma kalinya nel akukan pel anggar an,
dan lagi pula pelanggaran itu dilakukan dengan tidak sengaja.
Kepada nereka yang dengan sengaj a nel akukan pel anggaran tidak pat ut
di t awar kan suatu perjanjian perdamai an. Pada perjanjian perdanai an
harus sekal i gus ditetapkan suatu jun ah denda, yang tentunya kurang
dari pada denda nenurut Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang ini, yang harus di bayarkan dal am Kas Negara dal am wakt u yang
di tentukan ol eh Kepal a Inspeksi Keuangan. Bila jumah itu dibayar

dal am waktu vyang ditentukan, ini berarti bahwa si-pel anggar
nmenerima tawaran perjanjian perdanai an, dan karena penbayaran itu
ia tidak akan dituntut lebih lanjut nengenai pel anggar an-

pel anggaran yang dil akukan nenurut Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang i ni .

BAB VI |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26.

Menteri Keuangan di beri wewenang untuk nengatur |ebih |anjut
soal -soal yang bertalian dengan pel aksanaan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini. Wewenang ini tidak neliputi kekuasaan
unt uk nengubah atau nenanbah Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang ini yang bersifat material.

Pasal 27 dan 28.
Cukup j el as.

Ter masuk Lenbaran- Negara No. 105 tahun 1959.



D ket ahui :
Menteri Muda Kehaki man,

ttd.
SAHARDIQ

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber : LN 1959/105; TLN NO 1861



